LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG

TAHUN 2008 NOMOR 10

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG

NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TABALONG NOMOR 07 TAHUN 2001
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN

KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

a.

BUPATI TABALONG,

bahwa dalam rangka pemanfaatan dan
penggunaan aset milik Pemerintah Kabupaten
Tabalong, perlu memberikan kesempatan
kepada masyarakat untuk mengunakan dan
memanfaatkannya secara optimal dengan
memberikan kontribusi berupa retribusi yang
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 07 Tahun 2001 tentang Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah yang telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2004, sudah tidak sesuai lagi sehingga
perlu diadakan penyesuaian kembali;

Mengingat
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bahwa dengan adanya pembelian alat-alat
berat oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong
Tahun 2007 belum diatur tarif penggunaannya
dalam Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun
2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004
sehingga perlu ditetapkan tarifnya melalui
Peraturan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c perlu
membentuk  Peraturan  Daerah  tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2001
tentang Retribusi  Pemakaian = Kekayaan
Daerah;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il
Tanah Laut, Daerah Tingkat Il Tapin dan
Daerah Tingkat Il Tabalong (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana
telah diubah dengan Undang — Undang Nomor
34 Tahun 2000 tentang Perubahan  Atas
Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997

/ tentang..............
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tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 246, Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia Nomor  4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001

tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4139);

/ 6. Peraturan.............
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/
Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4609), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4855);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17

Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Barang Milik Daerah;

/ 10. Peraturan.............



10.

11.

12.
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Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
07 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian
Kekayaan  Daerah  (Lembaran  Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2001
Seri C Nomor Seri 02), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 06 Tahun 2004 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 07 Tahun 2001 tentang
Retribusi  Pemakaian Kekayaan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 10 Tahun 2004 Seri C Nomor Seri 01);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007
Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 03);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 04).

/ Dengan............
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TABALONG

dan
BUPATI TABALONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan . PERATURAN DAERAH TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 07 TAHUN 2001 TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN
DAERAH.

Pasal |

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2001
tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2001 Seri C
Nomor Seri 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2004 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 07 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10
Tahun 2004 Seri C Nomor Seri 01), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf k diubah dan harus dibaca sebagai
berikut :

[Pasal 1................
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Pasal 1

K. Kekayaan daerah adalah kekayaan yang dimiliki/
dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong meliputi
tanah, bangunan, gedung, kendaraan/alat-alat berat/ alat-
alat besar, tempat penginapan/pesanggrahan/villa/mess,
tempat rekreasi/pariwisata dan olah raga milik
Pemerintah Kabupaten Tabalong.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan atau
diberikan Pemerintah Daerah atas pemakaian kekayaan Daerah
untuk jangka waktu tertentu, meliputi :

Tanah;

Bangunan;

Gedung;

Rumah Dinas;

Kendaraan / alat-alat berat / alat-alat besar;

Pesanggrahan / villa / mess;

g. Tempat rekreasi / pariwisata dan atau olah raga.

o200 o

Diantara Pasal 5 dan BAB 1V disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni
Pasal 5A, sehingga Pasal 5A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A
Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak
ketiga dalam pemanfaatan kekayaan daerah, sebagaimana
dimaksud Pasal 1 dengan berpedoman tarif yang diatur dalam
Peraturan Daerah ini.

[ 4. Ketentuan..............
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4. Ketentuan Pasal 8 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 8

Struktur besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagaimana
tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang-
an Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 10 September 2008
BUPATI TABALONG,
Cap. ttd.
H. RACHMAN RAMSYI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 10 September 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TABALONG,

ttd.
H. ABDEL FADILLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2008 NOMOR 10



